
LEMBARAN DAERAH 
PROPINSI DAERAH TINGKAT I 

JAWA TENGAH

NOMOR: 2 TAHUN: 1993 SERI: D NOMOR: 2

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I 
JAWA TENGAH 

NOMOR: 7TAHUN 1992

TENTANG

PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI 

DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH 
TAHUN ANGGARAN 1991/1992

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

Menimbang : bahwa Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Ang­
garan 1991/1992 tertanggal 31 Maret 1992 yang dibuat oleh 
Kepala Daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : l. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang 

Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran 

Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran 
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LEMBARAN DAERAH 
PROPINSI DAERAH TINGKAT I 

JAWATENGAH 

NOMOR: 2 TAHUN : 1993 SERI : D NOMOR: 2 

PERA TURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKA TI 
JAWA TENGAH 

NOMOR: 7 TAHUN 1992 

TENTANG 

PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI 

DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH 
TAHUN ANGGARAN 1991/1992 

DENGAN RAIIMAT TUIIAN YANG MAHA ESA, 

GUBERNUR KEPALA DAERAB TINGKAT I JAWA TENGAB 

Menimbang : bahwa Sisa Perllitunpn Anggann Pendapalan clan Belanja 
Daerah Propinsi Daemb Tingkat ( Jawa Tenph Tahon Ang• 
gamn 1991/1992 tedangpl 31 Malet I 992 yang dibual oleh 

Kepala Daerah perlu dilelapkan dcngan Peratwan Daerah. 

Mcngingat 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang 
Pokok-pokok Pemerintaban di Daerah (Lembaran 
Negua Tahun 1974 Nomor 38, Taat,ahan Lembama 

163 



Negara Nomor 3037);
■i

2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Propinsi Jawa Tengah (Diundangkan pada 

tanggal H Juli $950);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang 

Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 5 Tahun 

1975);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara 

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 

Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan 

Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (Lembaran Negara Nomor 6 Tahun 
1975);

5. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1982 tentang 

Tunjangan Pangan bagi Pegawai Negeri dan Penerima 
Pensiun, Penyediaan Pangan bagi Pegawai Perusahaan 
dan untuk keperluan khusus serta Operasi Pasar,

6. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata 

Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan 

Pensiun Daerah Otonom;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 

tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha 

Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 
tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan 

Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 

tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah 

Daerah;
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Negara Nomor3037); 
·l , 

2. Unda~_spundJng Nomor 10 Tahun 1950 tentang 
Pembentukail ~imi Jawa Tengah (Diundangkan pada 
tanggal l4 Julft9$0); 

3. Peraturan Pe~rintah Nomor S Tahun 1975 tentang 
Pengurusan. Perta~ggungjawaban dan Pengawasan 
Keuangan Daerah (Lcmbaran Negara Nomor S Tahun 
1975): 

4. Pcraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara 
Pcnyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 
Pelaksanaan Tata U saha Keuangan Dae rah dan 
Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (Lembaran Negara Nomor 6 Tahun 
1975); 

S. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1982 tentang 
Tunjangan Pangan bagi Pegawai Negeri dan Penerima 
Pension, Penyediaan Pangan bagi Pegawai Perusahaan 
dan untuk keperluan khusus serta Opems1 Pasar, 

6. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tenting Tata 
Cara Penyediaan dan Penyaturan Subsidi Gaji dan 
Pensiun Daerah Otonom; 

7. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor I I Tahun 1975 
tentang Contoh.contoh Cara Penyusunan Anggaran 
Pcndapatan dan Belaqja Daerah. Pelaksanaan Tata Usaha 
Kcuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan 
Anggaran Pendapalari dan Belanja Daerall; 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor J l Tahun 1978 

umtang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan 
Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah; 

9. Pcraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 4 Tahun 1979 
tcntang Pelaksanaan Pen,elolaan Barang Pemerintah 
Dacmh; 



10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1980 

tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi 
Bendaharawan Daerah;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 

tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi 
Keuangan Daerah;

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 020-595 

tanggal 17 Desember 1980 tentang Manual Administrasi 
Barang Daerah;

13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 
tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi 
Pendapatan Daerah;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 

tentang langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara;

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 
tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan 

Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 

tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan 
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor903-603 Tahun 

1984 Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah;

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun
1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata 
Usaha Keuangan Daerah Serta Perhitungan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah;

18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 Tahun
1987 tentang Penggunaan Sistim Digit dalam 
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
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10. Peraturan Ment.eri Dalam Negeri Nomor l Taboo 1980 
tentang Petunjuk/Pedoman Tata Administrasi 

Bendalwawan Dae~ 

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 
tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi 

Keuangan Dae~ . 

12. Keputusan Mcnteri Dalam Negeri Nomor 020-595 
tanggal 17 Desembcr 1980 tentang Manual Administrasi 
Barang Daerah; 

13. Keputusan Menteri Dalam Negcri Nomor 970-893 
tanggal 24 Desember 1981 tentang Ma11.la1 Administrasi 
Pendapatan Daerah; 

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahon 1984 
tentang langkah Penama Pensinkronisasian Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Nepa; 

15. Keputusan Menteri Dalaln Negeri Nomor 903-1316 
tanggal 18 September 1985 tcntang Penyempumaan 
Bentuk dan Susunan PeM>ahan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah; 

16. Keputusan Menteri Dalaln Negeri Nomor 903-1319 
tanggal 19 September 1985 tentang Penyempumaan 
Keputusan Menwi DalamNescri Nomor903~3 Tahun 
1984 Tentang Pclaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daera~ 

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 
1986 tentang Penyempumaan Bentuk dan Susunan Tata 
Usaha Keuangan Daerah Sena Perhitungan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah; 

18. Keputusap. Menteri DalamNogeri Nomor 903-379 Tahun 
l 9 87 tentang Peoggunaan Sistim Digit dalam 
Pelaksanaan Anggaran Pcndapatan dan Belanja Daerah 
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serta Petunjuk Tehnis Tata Usaha Keuangan Daerah;

19. KeputusanMenteriDalamNegeriNomor903-055 Tahun 

1988 tentang Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota 

Administratip;

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor903-056Tahun 

1988 tentang Pembahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2 

Kepala Daerah, menjadi Pos 2.2.2 Kepala Daerah dan 
Wakil Kepala Daerah;

21. KeputusanMenteriDalamNegeriNomor903-057Tahun 

1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan 

Pendapatan Daerah;

22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903.33-493 

tanggal 3 Juni 1991 -tentang Pengesahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat 
I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1991/1992;

23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903.33-062 
tanggal 25 Januari 1992 tentang Pengesahan Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi 
Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 

1991/1992;

24. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah 

Nomor 5 Tahun 1991 tentang Penetapan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat 
I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1991/1992;

25. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah 

Nomor 11 Tahun 1991 tentang Penetapan Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi 
Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 

1991/1992;

26. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi 
Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 1991 
tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat
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serta Petunjuk Telmis Tala Usaha Keuangan Daerah; 

19. KeputusanMenteriDalamNegeriNomor903-055Tahun 
1988 teD1ang Pengelolaan Kcuangan Pemerintah Kota 
Admilisbatip; 

20. KeputusanMenteriDalamNegeriNomor903-056Tahun 
1988 tentang Pembahan clan Penyempumaan Pos 2.2.2 
Kepala Daerah, menjadi Pos 2.2.2 Kepala Daerah clan 
Wakil Kepala Daerah; 

21. KeputusanMenteriDalam Negeri Nomor 903-057 Tahon 
1988 tentang Penyempumaan Bentuk dan Susunan 
Pemapatao l'>amb; 

22. Keputusan Melleri Dalam Negeri Nomor 903.33-493 
tangal 3 Juni 1991,tentang Pengesahan Anggaran 
Pendapatan clan BelaqjaDacmh Propinsi Daerah Tingkat 
I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1991/1992; 

23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903.33-062 
tanggal 25 Januari 1992 te~tang Pengesahan Perubahan 
Anggamn Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi 
Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 
1991/1992; 

24. PeratwanDaerahPropinsi Daerah Tingkat IJawa Tengah 
Nomor 5 Tahun 1991 tentang Penctapan Anggaran 
Pendapatan clan Belanja Daerah Propimi Daerah Tingkat 
I Jawa Tenph Tabun Angaran 1991/1992; 

25. PeraturanDaerah Pmpinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah 
Nomor 11 Tamm 1991 tentang Penetapan Perubahan 
Anggann Pendapatan clan Belanja Daerah Propinsi 
Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 
1991/1992; 

26. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pmpinsi 
Daemh Tingkat I Jawa Tengah Nomor 9 Talmn 1991 
'tentang Peraturan Ta1a Temo Dewan Perwakilan Rakyat 



Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah,

Memperhatikan 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/696/PUOD 

tanggal 14 Februari 1991 perihal Pedoman Penyusunan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 1991/1992;

2. Pembicaraan dalam Rapat Panitia Anggaran Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I 
Jawa Tengah tanggal 7 Juli 1992;

3. Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah 

tanggal 16 Juli 1992;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah 
TingkaHJawa Tengah, '

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT 
I JAWA TENGAH TENTANG PENETAPAN SISA PERHI­
TUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TEN­
GAH TAHUN ANGGARAN 1991/1992;

Pasal 1

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 1991/1992 yaitu sebagai berikut:
1. Perhitungan Anggaran Pendapatan............... Rp. 702.290.719.126,98
2. Perhitungan Anggaran Belanja:

a. Rutin ............... Rp. 565.034.238.476,00

b. Pembangunan.. Rp. 111.710.623.141,99
Rp. 676.744.861.617,99

3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah berlebih sejumlah........ Rp. 25.545.857.508,99
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Daerah Propinsi Daerah Tingkat l Jawa Tengah. 

Mcniperhatikan l. Surat Mcntcri Dalam Negeri Nomor 903/696/PUOD 
tanggal 14 · Pebruari 1991 perihal Pedoman Penyusunan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 1991/1992; 

2. Pembicaraan dalam Rapat Panitia Anggaran Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daemh Tingkat I 
Jawa Tcngah tanggal 7 Juli 1992; 

3. Pembicaraan dalam Rapat Paripuma Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Propimi Daerah Tingkat I Jawa Tengah 
tanggal 16 Juli 1992; 

Dengan pe_rsctujuan Qewan Perwakilan Rakyat Daerah Propimi Daerah 
Tingkal-1-Jawa Tengah. 

. I 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN: 

PERAruRAN DAERAH PROPINSIDAERAH TINGKAT 

I JAWA TENGAHTENTANG PENETAPAN SISA PERHI­
TIJNGAN ANOOARAN PENDAPATAN DAN Bf'J..ANJA 
DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TEN­
GAH TAHUN ANGGARAN 1991/1992; 

Puall 

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapalan clan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 1991/1992 yaitu sebapi bcrikut : 
l. Perhitungan Anggaran Pcrdapatan . . . . . . . . Rp. 702.290.719.126,98 
2. Perhitungan Anggaran Bclanja : 

a. Rutin . . . . . . . . Rp. 565.034.238.476,00 

b. Pcmbangunan .. Rp. 111.710.623.141,99 
Rp. 676.744.861.617,99 

3. Sisa Perhitungan Anggaam Pendapatan 
clan Belanja Daerah bertcbih sejumlah . . . . . Rp. 25.545.857.~,99 
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Pasal 2

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan

Tahun Anggaran 1991/1992 yaitu sebagai berikut:

Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan:

a. Pendapatan:
- Pendapatan................................................. Rp. 245.683.486.195,29

b. Belanja;

- Rutin................ Rp. 243.256.989.383,26

- Pembangunan.. Rp. 3.325.401.367,00
Rp. 246.582.390.750,26

c. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan
Perhitungan berkurang sejumlah................... Rp. 898.904.554,97

Pasal 3

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah/Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud Pasal 1 dan Pasal 2 tersebut di 

atas dimuat dalam Lampiran CI.

Ditetapkan di : Semarang 

Pada tanggal 16 Juli 1992

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT GUBERNUR KEPALA DAERAH
DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
TINGKAT I JAWA TENGAH

KETUA, ttd

ttd

Ir. SOEKORAHARDJO ISMAIL
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Pasal l 

Jumlah Pencrimaan dan Pengeluaran Perhitungan U rusan Kas dan Perhitungan 
Tahun Anggaran 199111992 yaitu sebagai berikut : 

Perhittmgan Urusan Kas dan Perhitungan : 
a. Pendapalan : 

- Pendapatan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rp. 245.683.486.195,29 

b. Belanja: 
- Rutin . . . . . . . . . Rp. 243.256.989.383,26 

- Pembangunan . . Rp. 3.325.401.367,00 
Rp. 246.582.390.750,26 

c. Sisa Perhitungan U rusan Kas dan 
Perhitungan berkurang sejumlah . . . . . . . . . • Rp. 898. 904 .554, 97 

==-=-===== 
Pasal 3 

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah/Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud Pasal l dan Pasal 2 tersebut di 

atas dimuat datam Lampiran C I. 

Ditetapkan di 

Pada tanggal 
Semarang 
16 Juli 1992 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT GUBERNUR KEPALA DAERAH 
DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKA TI JAWA TENGAH 
TINGKAT IJAWA UNGAH 

KETUA, ttd 
ttd 

Ir. SOEKORAHARDJO I S MA IL 
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Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan kcputusannva

Nomor 903.33-016 tanggai 9 Januari 1993.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah
Nomor : 2 Tanggal : 26 Pebruan 1993

Seri : D Nomor : 2

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

ttd

Drs. SOETOMO TJOKROREDJO

Pembina Utama.
NIP. 010 024 026
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DisaM,an oleh Ment.eri Oalam Ncgcri dcngan kcputusannya 

Nomor 903.33-016 tanggal 9 Januari 19')3. 
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah 
Nomor : 2 Tanggal : 26 Pebruari 1993 
Seri : D Nomor : 2 

SEKRETARlS WILA YAWDAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH 

ltd 

Dn. SOETOMO TJOKROREDJO 

Pembina Utama. 
NIP. 010 024 026 
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Lampiran: C-I.

SISA PERHITUNGAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI 
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

TAHUN ANGGARAN 1991/1992

BABI: PENDAPATAN........................... Rp. 702.290.719.126,98

BAB II: BELANJA............................... Rp. 676.744.861.617,99

SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDA­
PATAN DAN BELANJA DAERAH 
BERLEBIH SEJUMLAH ................................... Rp 25.545.857.508,99
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Llq,illll:C-1. 

SISA PERBITUNGAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERARPROPINSI 

DilRAB TINGKAT I JAWA TENGAB 
TABON ANGGARAN 1991/1992 

BAB I : PENDAPATAN . . . . . . . . . . . . • . Rp. 702.290.719.126,98 

BABU: BELAN1 A................ Rp. 676.744.861.617,99 

SISA PERHilUNGAN ANGGARANPENDA­
PATANDAN BELAN1A DAERAH 
BERLEBill SEJUMLAH . . • . . . . . . . . . . . . . . . Rp: 25.545.857.508,99 
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